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ABSTRAK 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Lahirnya UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian secara normatif 

terhadap anak korban kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan 

tanggungjawab dari pemerintah untuk melindungi dan menanganinya. Secara lebih khusus PerDa Povinsi 

Sumatera Barat No.5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Perda tersebut 

Pemerintah Daerah telah menunjuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Kota Padang untuk menyelenggarakan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 

seksual di Kota Padang. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang 2). Apakah kendala-kendala yang dialami oleh Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota padang 3).Bagaimanakah solusi terhadap kendala 

yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum 

terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari P2TP2A Kota Padang dan beruapa data yang di dapat 

melalui wawancara dan informasi dari P2TP2A Kota Padang yang dilengkapi dan diperkuat dengan 

dokumen-dokumen yang ada di P2TP2A Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis 

empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang di implementasikan dengan P2TP2A. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang 

dengan proses penyelesaian perkara yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang 

mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan 

diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi sosial dari proses 

konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika 

diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang 

dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yaitu: 

kualitas dan kuantitas pengelola , penganggaran dana serta sarana dan prasarana yang terbatas, dengan belum 

optimalnya perhatian kepala daerah. Solusi terhadap kendala yang dihadapi, ada beberapa starategi yang 

dilakukan P2TP2A Kota Padang yaitu: Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu 

yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak  
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